. Judul -
Implementasi Alternatif Pidana

Kemerdekaa Pendek Denagn Pldsne Dengda

Oleh :
Tim Peneliti
{voman Serikat Putre Jaya,.S5H.MH)

FAKULTAS HUEUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
1995

e e o P e . e T L e T B e P — e o e L T e B e e T L T e —— Y L —— T e —— T L — — =

Dibiayal Dengan Dana Provek Operasi den Perawatan Fasilitas
Univergitas Dlponegoro Nomer : Z201/3XI11/3/-/1994 Tanggal 28
Maret 1094.



l

.a.

<

(43

LAPORAN HASIL PENELITIAN

Juedul

. Macem penelitian
Eetegori

2. Kepela Frovek Penelitian

~1 M b O

a. M & m a

b. Pangkat/Gol.
c. NI P

d. Fak.Jurusan
=)

d

Universitas

Iplementazl Alternatif Fidana
Kemerdelkaan Pendelk Dengen Pidans
Benda,

{ ) Dagar

I

Hyeman Serikat Potre Jave,SH.MH

Bidang Fenelitian

. Jumlah Anggota Tiem

Lokasi Penelitian
Jangka Wektu Penell

Biays yang diperlukan
. Dibpiavai melalut P

M, Fh. UNDIP

IV.C Lektor Kepals

130 529 438

Fak, Hpkum, Jurusan Kepildansan
Diponegoro

Hukuom Pldans

TS {lima) srang

tian

rovel:

Fodie Dotit Il Semarang
5 Y9enam’ bulan

: Rp. 1.500,000,00

Operasi FPerawstan Fagllitas
Universitas Diponegoro Tahun
123941995

Semarang, Januari 1985

Mangetabhul Ketus Penelitian
Fetua Lemlit UMBDIP

&

Nyoman S.FP.J., SHMH

- A — o — - L U ——— —



KATA PENGANTAR

Tak ada kalimat dan kata-kata weng pantas untuk
diucaplkan pads awal penulisan laporan penelitian 1ini,
selain pudi syukur vang sedalam-dalamnya kehadirat Tuhan
Yang Maha Eza, yang karvena reahmat .dan kavuninya telah
mengantarkan proses penelitisn hinggse tersusunnyas laporan
penelitlan ini.

Badar akan kekurangan dalam penvusunan laporan
penelitisn inl, maka dengan rendah heti kritik dean =&aran
yvang bersifat membangun deﬁi kegempurnaan laporan
penelitian dan kemajuan ilmu pengetahuan penulis
mengucapkan banyak terina kasih.

Eeberhazilan penulizan penelitian akhir inl tidalk
lepaz Jdarl bkantuan semua pilhak, oleh karvens 1tu  padsa
kesempatan ini diucapksn terlima kaesih atag zegala bantusn
yang telah diberikan. Jemaga amal bailvya di balas oleh
Tuhan,

Selanjutnya besar harapan femoga hasil penelitian ini
dapaet bherguna bagi kite semaa.

Semoga,

Felapor,



BINGEASAN

Usaha untult mencari alternstif pidena kemerdekesn
rendsk  sudah zgedak lama dilakukan 41 dalam rangks politik
kyiminal. Hal inl nampal antara lain dalam pembicarasan-
pembicaraan pada pelbagai konggres dan konferensi
internasional =ejak skhir bad ke 19, zeperti yang telah
dilakukan oleh Von List dengan aliran modernnya selalu
berugaha menentang penerapan pidans kemsrdeksaan Jjangka
pendel. !

fnion Internasional de Droif Penal,. dalam konggresnya
yang pertanas di  Brussel tahun 1989 dikemukakan s=ehush
resolusi yvang wmengimbau pars negars peserts konggres  agar
mengembangitan alternatif pildana kemerdekaan terutama dengan
pldana denda menZingat akibat pidana penjara yeang mempunyai
akibat yvang tidak =selalu menguntunglkan.

Intuk lekih mendavagunalkan penerapan alternatif
pidana penjara dengan pidana denda akan lLebih sesuail

apabila dilandazsi aleh nilai-nilai veng bersumber padsa

Undang-undang Dazar 1845 dan Pancasila, zerta menperhatikan

.masukan-masukan yvang datangnys darl luay  vans tidak

bertentangan dengan nilai-nilat yang terkandung di  dalam
Undangwundang Dasmar 1945 dan FPancasila.

Untuk lebih mengetabui  kondisl  penerapan pidena
alternatif ini, dilskuksanlah szerangkaian penelitian Vang.
berzgifat kepustakaan dan penelitian lapangan yvang diskhiri

dengan analisa data yvang kemudian diambil suatu kesimpulan.



Metode yang digunakan dalam penslitian ini sdalah
pendekatan yuridis-normatif yang tentunya Juge ditunjsng
dengan pendekatan yurid}s~3osimlogis‘

Tujuan yang dikehendski dari serangkaisn penelitian
ini adalah anters lain
1. ntuk mengetahui sejaub mana tmplementa=zi stau penerapsn

alternatif pidana pendara pendek dengsn pidens dends ini
teleh dilaksaneskan, yang delem kenyataannye menurut
hesil penelitian yvang telah dilakukan di daersah lokasi
penelitlan alternatif pidana kemerdeksan pendek yang
berupa pidena dende itu tidak Eanyak diteraphan;

2. untuk mengetshul opinl atauw pendapat mesyarakat dan
penegalt hukum tentang alternatif pidens kemerdekaan
pendek ini, yang menurut hasil penelitian masih  adanya
kecenderungan untuk tetap mempertahankan pldansa
kemerdekaan pendel, hal iﬁi didagarksasn atas alasan bahwa
penerapan alternatif yvang berupa rpidana dends itu
terlalu ringsan dan oleh i terpidana kadang-kadaneg tidsk
dirasalkan =sebagai s=uatu pidana, terlepss dari aklbat
vang kurang halk darl penerapsn pldana kemnerdekaan.

Dari serangkaisn penelitian terseput kelihetan bahwea
asgkalipun telah dilakukan usaha-usahae pembaharuan dan
pengatnraﬁ pelaksanaan pidana kemerdekaan pendek kerugisan
yvang menyertainya tetap akan ada. Qleh karensg itu
pelaksansan dan pendayagunaan alternatif pildana kemerdekaan

berupa pidens denda harus lebih divtamalian.



ADATRACK

Title "'he Implementation on Alternstive Short
Custodial gentence with fine'.

The wain issues on Criminal Law Development are about
Prohibited Act. Performer/Pepson.and Pensl JSantion itself.
Thew Izssuez on FPenal Janction regionally and unversally
still locked for saolving and real s=olution on  short
custodial sentence with fipe.

Uzing alternafive sanction on short custodial sentence with
fine based on negative =mspect on ghort custodial sentence.
For sxample stigma, loosing 'iob, social  and family

igolatlion and bad experience durlng in priaon.

Uging imprigsomment &z a fLool toe fight orime &are
conaervatlve way (G. Eassebaun 18974 @ 33); ‘

Penal =antion {lmprisonment) as' a realisation of
revengae of orine ie g relic of Barbarizm (Smith & Hogen
1978 @ &),

Moderately, introducing the form of altepnative way
to short custodial sentenee~is fine.

Concglusin :

1 Fline as an alternative s=sanction of shart
custodial zentence had been executed practically

2. Ther wWera constrains on superviasaing and

controlling the implementation of fine

Suggeation

Increasging supervi=ion and control on  1mplelentation
of fine iAnstlitution, for knowing the effectivenesz on
implementation of fine in practise.
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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dengan berskhiranya Perang Dunia I1I., hanvak negara
baik vang baru merdeks maupun negara-negars veang sudah ada
aebelum perang, berusaha untult mempengaruhi hukumnya. Bagi
negara-negara yang baru merdeka, usaha pembaharuan tersebut
didagarkan pada slazan-alasan politilk, s=sosiclogis wmeupun
praktis. Ala=an politik dilandasi oleh pemikiran bahws
sustu negara merdeka harua mempuny;i hukumnya sendiri yang
herslfat nasional, demi kebanggasn nozional . Alasan
soglologis menghendaki adanya hukum yang mencerm%nk&n
nilai-nilai kebudayean darl suatu bangsa yang bersangkutan,
gedangkan alasan praktis antara lain bersumber rada
kenyataan bahwa bisazanya negarsa-—negara bekas Jajdahan
mewarisl hulkum negara penjajashnya dengen bahassa asll, vyang
kemudian tidak banyak dimeﬁgerti oleh generasi muda dari
negara yang baru merdels tersebut. Hal ini  disebebkan
karena biasanyaz negara yang baru merdeka  tersebut ingin
menjadikan bahasanya sendiri  =ebagail bahasa  persatuan,
sehingga bahass dari belas Zadahannva hanva dimiliki oleh
generasi yang mengalami masa penjajeahan {(Sudarte, 1991 @ 70
- 72y,

Dalam pidate pengukuhan guru  besar Universitas
Diponegoro, Muladi menambahltan disamping ketigs alasan
tersebut  Jjuga hsarus memperhatikan alasan adaptlf waitu

bahwa dalan penyusunan hukum nasional yand akan datang Jjugs



harus memperhatikan glazan lain yahg tak kslah pentlngnysa
ity sdanyva perkembangan-perkembangan dan kecenderungan
internasional ( Muladi, 1990 : 3).

Alasan inil mengharmuskasn pembentuokan EUHP  Masional mampu
untuk wmenyesuaikan dengan  kebutuvhan masyaralkatova dan
perkembangen vang terdadi di dunia internsesional. Keadeasn
yang derikisn inl Jjugs dialami oléh Indonezia =zebagel suatu
regars  yang baru merdeka, yang berusabha untulk  mengadakan
pembahesruan hukum secara menyeluruh.

Pembengunan hukwm khususnya pembangunsn hukum pilidana
tidak hanys mencakup pembangunan wang bersifat kelebagasan
vang hberelfat mekanistis, tetapi harus pula mencakun
rembangunen yang bersifst  substansional berupa  produk-
vroduk  wveng merup&kﬁn suatu sistem hukum dalam  bentuk
peraturan-peraturan pidana vang kerszifat kulitural. yekni
gikap-sikap den nilei-nilal vang menpengaruhi berlakunys
siztem hukum tersebut.

Pembangunan hukum pidana terzebut mau tidalk mau akan
mencakup perscalsn-perscalan uvtama vang bkerkaltan dengan
tliga permasalsehean pokok d1  dalam hukun pildana, yaitu
tentang perbuatan vang dilareng tersebut dan pidana 1tu
aendiri (Sudarte, 1885 @ 82, Dalam hal yang terakhir yaitu
masalah pidenea hingga kini terus dicaril pemecahannya baik
sgcara nasicnal, regional maupun secara internasional.

FPembaharuan hukum pidans terutamsa yang mehyanghkut
massliah lembaga pldans, tildalk akan terlepas dari pengaruh
rerkembangan tecri-teori tentang tuluan pemidanaan beserta

aliran hukum yvang mendasarinva.



Perkembangan tersebut dapat dikaji dari Ybverbagsi
konvengl internssional, reanlusi Pereerikaten Bangsa-
Eangsa, hagsil-hes=il perteman ilmiah internsional maupun
regional baik vang bersifat resmi maupun tak resml. Seperti
UHAFEI dan {mited Nations Urganisation Oonggres of Orime
rraveptlion and Treament of offenders vang diselengagarskan
lima tahun sekeli. Maupun lembaga internasionsal yang  tidak
resmnik geperti Toloernablianal  See-iety Fop Cleimlre | gy,
Internatlional Asooriablion of Vanal Lew doan schaginya.

Aclopesi brripoadag hal-hal poaitif Vel terjadi
Atlingkungan intereacionat rerochidt harus dilakukan secarsa
hehi-hati, fgitﬁ disemaikan dengan nilal-nilai vang
persumbheriran pada tdiolagl doan pandanganlhidup bangsa yaitu
Pabvasila dan Uncdang-undang  Dasar 1945, Hal tergebut
didazarkan akan ssuma) bahwa di dalam  rangka  pembaharuan
hulkum  widane  itu  Lidslk dapat menghindarken dirvli derl
pengaruh dan Interaksi antar bangsa ateau negara,

Walaupun perkenbangan vyang terdadli itu hersifat
ekatrim, perkembangsn tersebut tetap harus diperhatikan dan
dalam hal ini vang dicari adalsll =egl positifnya. Gerakan-
geraksan ekatrim teprsebut diantaranya adalah gerakan
abolosioniz  vang menghendalkl dihapushkhsannys ancaman pldana
secara keseluruhan dan menggantinya dengan tindakan vang
berusaha untuk menciptalkan kesejshterasan masyarakast. Pars
penganut  gerakan ini  sejak tahun 1983 mengorganisasiken
diri ke delam iEQEﬁ {international Conference on Frison

Aboiition).



sebenarnya  usahia untull mencart  alternatif pldana
kemerdekasn sudah csejak lama diiakukan dl dalam rangka
ﬁolitik kriminal. ﬂ@l ini nampak antaera lain dari
pemblearaan-penbicAraan pads barbagal konggres dan
konferensl internasional. Yang kesemuanve itu berusaha
unﬁuk mencari alternatif pidana kemerdekaan pendelk (Muladi,

18980 :Z33.

Pemikian pula yang telah dilakuken oleh Union
International de Penel, dalam konggreenva  vang perbama
tahun 1989 dikemuliakan sebueh resolusi yang menghimbau padas
negara pegerts  untuk mengembaﬁgkan gltarnatif pidsana
kemerdekaan pendelk {  Alternative Lo short custodial
septencel,

Digamping i1tu wawassn dan pandengan kKita tentang
gedala den rerkembangan internasional tentang slternatif
Pidana kemerdekann ini  ganzat menundang  dan menambah
cakrawals dalan pembangunsn hukum nasional.,

Dapat diketakan bebwa bhukum pidana dan penegakan
hulkum pidena merupakan bagian dari politik kriminal,
politik  kriminal merupakan bagian dari polltil penegakan
hukum, dan politik penegakan hulkum merupakan bagian darid
politik anszisl yaltu setisp usaha veng reasicnal darl setiap
anggota masyvaralkat untul moeanlngkatkan kegedahtersan.

Hukum pidana sebapgai bhaglan darl suatu siztem  yang
lebih luaz, yakni w»olltik soelal dan lkriminsl vEng
menggunalkan sarans penal yang zering disebut =ebagal sistem
peradilan pideana {(oriminal Justice awyatam) tidak depat

menglindarl dari pelbagal perkenmbengan yvang terjadi delam



slstem yang lebih besar, mlsalnya sigtenm politik, slstem
ekonoml dan gistem 2osial bhudaya. Dalam hal inil
keteplib&tan huloum pidgna dapat bersifat otonom, dalam arti
dapat berslifat murni undang-undang hukum pidana batil dalam
merunuskan perbuatan yvang dianggap bersifat melawan ‘Thukum,
menentulkan pertangggngjawahﬁﬁﬁ:pidana MU PENgEUnaan
sankei pidana dan tindakan #;ﬁéhhiteﬁtukan.

Keterlibatan hukum: §idana dapat pula beraifat
¥oamplementer terhadap bidang hulkum lain, misalnva hukum
administrasi, dalam hal ini kedudukan bhukum pidana bersifat
menuntang penegalkan hulum Enofma} Yvang berada diluar bidang
hukum vyang lain. Bahkan dalam hal-hal tertentu peranannvsa
diharapkan lebih fung=ional.

Jikas dikaitkan dengan hakekat tujuan pemidanasan maksa
pertama-tama vang harus dihavati adalah pendekeatan multi
dimen=gional vang bersifat mendaszsasr terhadap dampak tindak
pidana tersebut. Atas daaar poemikiran vang scosiclogisa maks

tindaksn remidanaan harug dipandang sebagail gangauar

terhadap keseimbanzan, kezalarasan aebadai EANgguan
terhadapr keseiwmbangan, keselarasan dan kKeserszslan dalam
kehidupan masayvaralat, Dengan demikian meks tujuan

pemidansan adalsh untulk memperbaiki kerusakan balk vyang
persifat individual maupun sosial yang diekibatkan oleh
tindak pidena. Dalam rangka ini maka tuduan pemidansan
harus bercorientasi pads pandangan yang intregrstlf, yaitu
vang terdiri dari seperangkat tujuasn pemidanaan yang harus
dipenuhi, dengan coatatan bahwa tujuan manakah wang

merupakan titik berat veang bersifat lkasuistis,
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Untuk itu maks Tim Perancang Konsep KUHP Naszional
telal menyvepakati tentsng tuwiuvan pidana, vang dimeasukan di

dalam Fasal 47 Konsap,~yang iginvye antara lain mengeatekan

1. mencegah dilekukannva tilindak pidana tlengan

menegakan norma hukum demi pengavoman masyaraskat:

[uh]

memasyarakatkan terpidana” dengan mengadakan
pembinaan schingge mendadikannya  orang FaE
Derguns;

4. memasyarakathkan konflik wyang timbul sehagal
altibat tindaek pidana, mgmulihkan keseimbangan dan

mendatengkan rasa damai dalam masyarskset;

4. membebaskan rasa bersalah pada terpideana.

Hlihat dart redaksi konsgepr terssbut, namnpak hahwa
kegeluruhan teorl pemtdanasan baik yvang beraifat  pencegahan
{ Lmnam 4an khususs, perlindungan mnasyvarakat, teorlt
kemanfaatan, tecri keseimbangan vang bersumber rads
pandangan bangsa Indonesis maupun teori rescsialisasi sudah
tercakupr di dalamnmys. Yang penting adalsh =zampal =zelaubhmans
penggunaan pldans kemerdaksan inl dapat dibeteazi =zehingga
terdapat keserasian, keseslimbangan penggunaannnya  dengan
pldana non—-kemerdekaan.

Implementasi alternatif kemerdelaan { penggunasn
sgarena pidans non-kemerdekaany, di dalam kenyataannya skan
terikait dengan mspek-aspell yvang bersifeat multl dlmensionsal
diantaranva peilkologis, filosofis dan ekenomies, olel karens
ity pembahamannys haruslah bersifat sosic-normatif, tidak

hanya dilihat dari neros hukum positifnya sada melainkan



Juga dilihat deri bekervdanya norma hukum  itu ditengah-
tengeh masyaralat dengan berbagai faktor veng mempengaruhi-

n¥a.





